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ABSTRAK 

Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan dalam masyarakat, 

dalam praktiknya seperti sewa jasa travel yang sudah menjadi bisnis yang 

menguntungkan, karena banyaknya orang yang merantau maka bisnis 

travel memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi si musta’jir. Jasa 

travel dengan nama Karenina Travel ini berjalan dengan rute tetap yaitu 

Sukanegara-Jabodetbek. Akan tetapi akhir-akhir ini dengan adanya wabah 

Covid 19 pengguna jasa travel yang akan menggunakan transportasi travel 

banyak mengeluh karena semakin mahalnya biaya tarif yang ditetapkan 

oleh penyedia jasa travel. Sebagaimana yang terjadi di Karenina Travel 

Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek. Adapun permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu 1. Bagaimana praktik kenaikan ongkos travel pada 

masa pandemi Covid 19 di Karenina Travel Sukanegara Lampung 

Tengah? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan 

Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 di Karenina Travel 

Sukanegara Lampung Tengah?. Tujuannya untuk mengetahui praktik 

kenaikan ongkos travel pada masa pandemi Covid 19 di Karenina Travel 

Sukanegara, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik 

kenaikan ongkos travel pada masa pandemi Covid 19 di Karenina Travel 

Sukanegara Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

lapangan (field research) dan penelitian bersifat deskriptif, sumber datanya 

berasal dari hasil lapangan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 

penelitian, Praktik kenaikan ongkos travel pada masa  pandemi Covid 19 

bahwa kenaikan ongkos travel tersebut di tetapkan dengan cara lisan, si 

penumpang memesan travel tersebut dengan cara menelvon atau 

memanfaatkan teknologi Whatsapp, lalu si sopir langsung mematok 

ongkos travel dari Rp. 800.000 – Rp. 1.000.000 rute Sukanegara-

Jabodetabek, sesuai dengan titik jemput dan tujuan penumpang. Menurut 

pihak sopir ada beberapa alasan yang mengakibatkan ongkos travel naik 

drastis diantaranya adanya peraturan pemerintah yang mana harus jaga 

jarak antar sesama, sehingga adanya pengurangan penumpang yaitu dari 8-

15 penumpang dikurangi menjadi 4-8 penumpang dalam satu mobil, 

kemudian adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana 

armada travel tidak dapat menyebrang di pelabuhan maka dari itu harus 

memakai mobil lain untuk menjemput penumpang, kemudian dikarenakan 

masa pandemi harga tiket kapalpun naik dari harga Rp. 374.000 menjadi 

Rp. 419.000. Berdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap kenaikan ongkos 

travel pada masa pandemi Covid 19 jika ditarik menurut akad Ijarah sudah 

berjalan dengan baik dikarenakan akadnya sudah sesuai serta rukun dan 

syaratnya yang sudah terpenuhi, karena memang dari pihak travel sudah 

memberitahukan besaran ongkos yang harus dibayarkan.  
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MOTTO 

                       

                           

                        

 

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut 

kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian 

jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada 

mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan 

(anak itu) untuknya”. (QS. At-Thalq (65) : 6 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

     Guna untuk mengetahui dan mempermudah mengerjakan skripsi sebelum 

dijelaskan dengan secara rinci tetang Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di 

Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah), maka lebih dulu akan 

diberikan penjelasan singkat tentang beberapa kata yang berkaitan dengan 

judul penelitian ini, istilah-istilah tersebut yaitu: Tinjauan adalah hasil yang 

didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan dan 

seterusnya.
1
 Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi 

bagian agama Islam.
2
 Penerapan hukum Islam adalah dari ajaran Islam yang 

berpusat pada keimanan. Jadi yang dimaksud tinjauan hukum Islam adalah 

kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan 

sosial. Praktik Kenaikan Ongkos Travel pada masa Pandemi Covid 19 adalah 

perihal naik, peningkatan, penambahan.
3
 Artinya adanya penambahan ongkos 

dari harga awal. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak 

kejadian luar biasa yang terjadi pertama kali di Wuhan Cina pada Desember 

2019, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernafasan.
4
 

                                                             
1
  Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1976),  hal. 

1076 
2
  Muhammad  Daud  Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, 

(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 42 
3
 Departemen Pendidikan Negara, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 

(Jakarta : Gramedia Pustaka Umum, 2008), hal.1098, hal. 949 
4
 Pengertian Covid 19, (On-Line), tersedia di : https//www.kemkes.go.id/folder/view/full-

contetnt/structure-faq.html  (17 Juli 2020) 
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     Berdasarakan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa maksud dari 

skripsi ini yaitu mengkaji tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Karenina 

Travel Sukanegara Lampung Tengah). 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Sewa menyewa merupakan salah satu kegiatan muamalah yang di 

minati masyarakat karena bisnis sewa menyewa memberikan 

penghasilan yang menjanjikan. Salah satu bisnis sewa yang dibahas 

adalah sewa menyewa travel yang dalam hal ini tentang kenaikan 

ongkos travel Sukanegara Lampung Tengah yang berlipat. Hal ini 

menarik untuk diteliti karena adanya kenaikan ongkos travel pada masa 

pandemi Covid 19.  

b. Di pandang dari hukum Islam kenaikan ongkos travel akibat pandemi 

Covid 19 perlu di ketahui status hukumnya. 

2. Alasan Subjektif 

a. Ditinjau dari aspek pembahasannya, judul skripsi ini sesuai dengan 

disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas 

Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 

b. Sumber referensi yang dilakukan baik data primer maupun sekunder 

yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang tersedia. 
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C. Latar Belakang Masalah 

     Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

kodrat hidupnya dalam masyarakat di sadari atau tidak untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. 

Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan kegiatan dalam hubungan 

orang dengan orang disebut muamalah.
5
 Muamalah adalah sendi kehidupan 

dimana setiap muslim akan dipuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya serta 

konsistennya dalam ajaran ajaran Alloh.
6
 

     Sewa menyewa merupakan suatu bentuk transaksi antar dua pihak yang 

berakad. Sewa menyewa merupakan akad pengambilan manfaat atas benda 

ataupun jasa yang dilakukan. Kemanfaatan objek sewa haruslah barang yang 

dibolehkan dalam agama Islam.
7
 

     Akad sewa ada 2 macam, yaitu sewa barang dan sewa tenaga atau jasa 

(pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah sewa manfaat barang yang 

disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah sewa atas jasa atau tenaga 

yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat 

sewa menyewa sebagimana yang semestinya.
8
 

     Adapun dasar syariatnya telah dijelaskan dalam al-Qur’an sesuai dengan 

firman Alloh swt: QS. At-Thalaq (65) : 6 

                                                             
5 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), 

(Yogyakarta : UII Press, 1993), hal. 7.  
6
 Ash-Shadiq Abdurahman Al-Gharyani, Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer 

(Surabaya : Pestaka Progresif, 2004), hal 149  
7 Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta : 

Sinar Grafindo, 1996), hal. 54.  
8 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 102. 
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     : ِلآ ق  (٦)ا لطَّ

  

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk 

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah 

ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga 

mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara 

kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka 

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Thalaq : 6)
9
 

 

     Perjanjian sewa menyewa banyak digunakan dalam masyarakat, dalam 

praktiknya seperti sewa jasa travel yang sudah menjadi bisnis yang 

menguntungkan, karena banyaknya orang yang merantau maka bisnis travel 

memberikan penghasilan yang menjanjikan bagi si musta’jir.  

     Akhir-akhir ini dengan adanya wabah Covid 19 pengguna jasa travel yang 

akan menggunakan transportasi travel banyak mengeluh karena semakin 

mahalnya biaya tarif yang ditetapkan oleh penyedia jasa travel. Biaya yang 

ditetapkan Karenina Travel sebelum adanya wabah Covid 19 yaitu Rp. 

250.000 per orang dalam lintasan Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek, 

namun setelah adanya wabah Covid 19 tarif travel naik menjadi Rp. 800.000-

Rp. 1.000.000 per orang. Pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 36 Tahun 

2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan 

                                                             
9
 Departemen Agama  RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Qs. At-Thalaq (65): 6, hal. 559 
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Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil 

Bus Umum Pasal 2 yang berbunyi Apabila terjadi perubahan yang sangat 

berpengaruh terhadap kelangsungan usaha angkutan yang mengakibatkan 

perubahan biaya pokok lebih dari 20%, Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

dapat melakukan evaluasi untuk penyesuaian tarif.
10

 Menurut salah satu 

penumpang bernama Ibu Sri tarif travel yang meningkat dengan drastis sangat 

memberatkannya, karena memang kondisi ekonomi yang sedang kacau akibat 

pandemi Covid 19.
11

 kesenjangan dalam hal ini adanya unsur keterpaksaan 

bagi pengguna jasa travel karena mau tidak mau harus membayar biaya travel 

tersebut demi sampai ke tempat tujuan mereka. 

     Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan 

pada masalah Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 

yang terjadi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah-Jabodetabek. 

Dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 

19” (Studi di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah). 

D. Fokus Penelitian 

     Fokus penelitian ini hanya dibatasi dalam lingkup praktik kenaikan ongkos 

karenina travel Sukanegara Lampung Tengah yang di tinjau dalam hukum 

Islam. 

 

                                                             
10

 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2016 tentang  

Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota 

AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum  Pasal 2  
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E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi 

Covid 19 di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan Ongkos 

Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 di Karenina Travel Sukanegara 

Lampung Tengah? 

F. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada Masa Pandemi 

Covid 19 di Karenina Travel Sukanegara Lampung Tengah 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kenaikan 

Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19 di Karenina Travel 

Sukanegara Lampung Tengah 

G. Signifikasi Penelitian 

1. Secara Teoritis 

     Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan mengenai adanya praktik kenaikan ongkos travel, serta 

diharapkan mampu memberikan pemahaman mengetahui pelaksanaan 

praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi Covid 19 yang sesuai 

dengan hukum Islam. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar S1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

     Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran secara seksama untuk untuk mencapai suatu tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis 

masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta. Adapun masalah metode penelitian ini penulis akan menjelaskan 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

     Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 

lapangan.
12

 Dalam hal ini penelitian dilakukan pada Karenina Travel 

Sukanegara Lampung Tengah yang mempunyai tujuan untuk mengetahui 

praktik kenaikan ongkos travel pada masa pandemi Covid 19.  

2. Sifat Penelitian 

     Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, 

gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan dijelaskan 
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 Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hal. 10. 
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Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan Ongkos Travel Pada 

Masa Pandemi Covid 19. 

3. Data dan Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer yakni dimana data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama (biasanya dapat melalui wawancara, angket, pendapat dan 

lain sebagainya). Dalam penelitan ini sumber data primer berasal dari 

wawancara langsung dengan sopir dan konsumen Karenina Travel.  

b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data dalam hal ini adalah penulis. Sumber 

data sekunder dalam hal ini meliputi buku, dokumentasi, maupun 

berupa arsip  dan juga seluruh data yang berhubungan dengan 

penelitian ini.
13

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi yaitu yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan 

subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.
14

 Populasi 

adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang 

mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan 

elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 orang 

sebagai sopir karenina travel dan penumpang pada saat Covid 19.  

                                                             
13

 Ibid, hal. 11 
14

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian,  (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 173 
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b. Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akhirnya akan 

diteliti dan dianggap dapat mewakili seluruh populasi.
15

 Teknik dalam 

penentuan penentuan sampel dari penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu sampel yang sengaja dipilih oleh peneliti guna 

mendapatkan reponden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten 

dengan masalah yang akan dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini 

adalah 5 orang sopir travel dan 10 orang penumpang Karenina Travel 

di Sukanegara lampung Tengah.  

5. Metode Pengumpulan Data 

     Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar 

data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu : 

a. Metode Observasi 

     Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap praktik kenaikan ongkos travel 

di karenina travel Sukanegara Lampung Tengah. 

b. Wawancara 

     Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung kepada objek yang responden penelitian yaitu sopir dan 

penumpang travel yang dikerjakan dengan sistematik dan 

berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti. 

                                                             
15
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c. Dokumentasi  

     Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau 

variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain 

sebagainya.
16

 

6.  Pengolahan Data 

     Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu 

dengan lang-langkah sebagai berikut : 

a. Editing  

     Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah 

lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah 

yang dikaji dalam penelitian.
17

 Dalam hal ini dilakukan pengecekkan 

kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, 

observasi, wawancara apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak 

berlebihan dan relevan. 

b. Coding  

     Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran 

ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang 

menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut 

jenis dan sumbernya. 
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Lampung, 2015), hal. 182 
17

  Ibid, hal. 183 



11 

 

c. Sistematis  

     Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data 

dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi 

tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah. 

7. Analisa Data  

     Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder dikumpulkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data 

dianalisis kualitatif melalui cara berfikir Deduktif. Metode deduktif ialah 

mempelajari suatu gejala umum yang kebenarannya telah diketahui atau 

diyakini, dan berfikir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang 

bersifat lebih khusus. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya akan 

diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban 

atas permasalahan yang kemudian akan dilaporkan dalam bentuk skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Teori 

1. Jasa  

a. Pengertian Jasa 

Dalam ilmu ekonomi konvensional jasa sering juga disebut 

dengan layanan, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah 

interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, namun 

tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Secara istilah Philip Kotler 

mendefinisikan jasa dengan setiap tindakan atau untuk kerja yang 

ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip 

tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Menurut Fandy 

Tjiptono, jasa adalah aktivitas manfaat atau kepuasan yang ditawarkan 

untuk dijual. Contohnya bengkel, travel, salon, kursus keterampilan, 

hotel, rumah sakit, dan sebagainya.
18

 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelayanan jasa merupakan suatu tindakan seseorang terhadap 

orang lain melalui penyajian produk sesuai dengan ukuran berlaku 

pada produk untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan 

orang yang dilayani. Pada dasarnya jasa tidak berwujud, tidak 

menghasilkan kepemilikan, dapat memberikan kepuasan serta untuk 

menghasilkan tersebut mungkin perlu atau tidak perlu juga 

memerlukan penggunaan benda nyata. 
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b. Jasa dalam Perspektif Hadis Nabi  

Menjual jasa atau layanan kepada orang lain diperbolehkan 

dalam ajaran islam. Sama halnya dengan penjualan barang dan 

komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan 

manusiadalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial dan makhluk 

ekonomi, manusia senantiasa membuthkan jasa orang lain. Tidak 

seorangpun manusia di dunia ini yang mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri, terlebih pada zaman modern ini ketika 

kebutuhan manusia semakin kompleks, maka kebutuhan akan jasa 

orang lain semakin banyak pula. Rasulullah pernah menggambarkan 

orang-orang Islam, Yahudi, Nasrani dengan seseorang yang 

mempekerjakan orang-orang lain dan memberikannya upah.
19

 

Jual beli jasa yang disebut pula dengan istilah upah mengupah, 

dalam kajian fiqh Islam, terdapat dua bentuk yaitu khusus dan umum. 

Yang berbentuk umum terjadi ketika seseorang menjual jasa kepada 

orang lain dalam waktu tertentu, jika waktunya tidak menentu dan 

tidak jelas maka akadnya batal. Baik penjual jasa ataupun pembeli 

dapat membatalkan akadnya sesuai kesepakatan.penjual jasa tidak 

boleh bekerja pada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad 

dan ia mendapatkan upah bukan berdasarkan intensitas kerja, tetapi 

berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan. Adapun yang 

bersifat umum terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama, 

                                                             
19

 Idri, Hadis Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Gruop, 2015), hal. 218 
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misalnya beberapa orang bersama-sama bekerja dalam suatu 

perusahaan.
20

 

Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada 

kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa atau 

layanan agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut. Orang 

yang menjual jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan 

tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk perbuatan 

kedzaliman yang dilarang dalam Islam. Karena it menurut Rasulullah 

seseorang harusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin 

sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya : 

َُ اللِ عَنْ عِبْدِ اللِ  ََ وَلُ   رَ لَ    اعْطُ  أ   علَيَْوِ وَلَلَّ الَلَُّ  صَلَّ   عنِ رََُ

فَ غرََلةُُ )وَوَاهُ  لَأجِيَر أَجْرَهُ لبَْلَ اْ  عْنُ مَ  جَوَ( أَنْ يََِ
21

 
  

Artinya : “Dari “Abd.Allah ibn Umar bekata : Rasulullah SAW 

bersabda, Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering 

keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).
22

 

Hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah kepada orang 

yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai 

dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang 

bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu 

sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama sehingga 

lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk 

                                                             
20

 Ibid, hal. 220 
21

 Ibnu Majah, Sunnah Ibnu Majah, edisi ke-2 
22

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), h. 10 
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kezaliman yang sangat dihindari oleh Nabi. Penundaan pembayaran 

tersebut seperti orang yang menunda membayar utangnya yang juga 

termasuk kezaliman yang harus dihindari. Jika seseorang berhutang 

kepada orang lain, maka orang tersebut harus segera membayarnya. 

Menurut ajaran Islam jika seseorang melakukan suatu jasa untuk 

orang lain, maka balasan atau upah dari jasa atau layanan yang diberikan 

dapat diterima langsung didunia dari orang yang memintanya mengerjakan 

sesuatu tapi dapat pula upah itu diterima di akhirat kelak dalam bentuk 

pahala karena dianggap sebagai sedekah.  Dalam kaitannya dengan jual beli 

jasa dalam hukum Islam dikenal istilah istishna’ yang berasal dari kata 

shana’a, yashna’u, shun’an, yang berarti thalub al-shun’ah, yaitu meminta 

seseorang untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu. Dalam al-Qur’an kata 

shana’a dan deprivitifnya diulang sebanyak dua puluh kali.  

Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang akad shina’ah atau 

istishna’ ini. Sebagian mereka memasukkannya dalam kategori jula beli 

pesanan karena orang yang meminta jasa orang lain untuk mengerjakan 

sesuatu maka berarti ia memesan sesuatu yang akan diperoleh pada masa 

yang akan datang, bukan pada saat akad dilangsungkan. Ada pula yang 

memasukkannya dalam kategori jual beli yaitu jual beli jasa. Sebagian ulama 

ada yang mengategorikannya sebagai ijarah (sewa-menyewa). Oleh 

sebagian mereka akad ini dimasukkan dalam kategori ijarah murni tanpa 

jual beli.
23

 

 

 

                                                             
23 Idri, Hadis Ekonomi, hal. 224 
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c. Karakteristik Jasa 

Dalam ekonomi konvensional, ada beberapa karakter jasa yang 

membedakan dengan barang. Sebagaimana dijelaskan, barang dan jasa 

dapat diperjualbelikan, tetapi antara jasa dan barang terdapat 

perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi karakteristik jasa, yaitu : 

 1). Intangibility (tidak berwujud), Jasa bersifat abstrak dan tidak 

berwujud, berarti jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, dicicipi, atau 

disentuh seperti yang dapat dirasakan dari suatu barang.  

2). Inseparibility (tidak terpisahkan), barang-barang diproduksi, 

dijual,dan kemudian dikonsumsi. Sebaliknya jasa sering dijual, 

diproduksi, dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Jasa 

umumnya dihasilkan dan dikonsumsi sekaligus pada waktu yang 

sama, dengan partisipasi konsumen dalam proses tersebut. 

Berarti, konsumen harus berada di tempat jasa yang diminatinya, 

sehingga konsumen melihat dan bahkan ikut ambil bagian dalam 

proses produksi tersebut.  

3.) Heterogenity (keanekaragaman), jasa yang ditawarkan cenderung 

tidak standar dan seragam dibandingkan dengan barang. Dengan 

kata lain, jasa merupakan variabel nonstandar dan sangat 

bervariasi. Artinya karena jasa itu berupa suatu unjuk kerja, maka 

tidak ada hasil jasa yang sama walaupun dikerjakan oleh satu 

orang. Hal ini dikarenakan oleh interaksi manusia (karyawan dan 
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konsumen) dengan segala perbedaan harapan dan persepsi yang 

menyertai interaksi tersebut.  

4). Perishability (tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan 

dimasukkan dalam gudang atau dijadikan persediaan. Artinya jasa 

tidak bisa disimpan, dijual kembali kepada orang lain, atau 

dikembalikan kepada produsen jasa di mana ia membeli jasa.
24

 

Menurut Fandy Tjiptono, terdapat lima karakteristik pokok jasa 

yang membedakan dengan barang, yaitu :  

1.) Intangibility (tidak berwujud), jasa berbeda dengan barang, bila 

barang merupakan suatu objek, alat atau beda, maka jasa dalah 

suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses, kinerja atau usaha. 

Oleh karena itu jasa tidak dapat dirasa, dicium, didengar, atau 

diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi.  

2). Insperability (tidak dapat dipisahkan), barang biasanya diproduksi, 

kemudian dijual dan dikonsumsi, adapun jasa pada umumnya dijual 

terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada 

waktu dan tempat yang sama.  

3.) Variability (berubah-ubah), jasa bersifat sangat variabel kerena 

merupakan banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis, tergantung 

kepada siapa, kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi.  

4). Perishability (kurangnya data tahan), jasa tidak tahan lama dan 

tidak dapat disimpan. Bila permintan bersifat konstan, kondisi ini 
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 Charles W. Lamp, Pemasaran, (Jakarta : PT Salemba Empat, 2006), hal. 483 
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tidak menjadi masalah, karena staf dan penyedialayanan jasa bisa 

direncanakan untuk memenuhi permintaan.  

5). Lack of ownership merupakan perbedaan dasar antara jasa dan 

barang. Pada pembelian barang, konsumen memiliki hak penuh 

atas penggunaan dan manfaat barang. Mereka bisa mengonsumsi 

menyimpan atau menjualnya. Di lain pihak, pada pembelian jasa, 

pelnggan mungkin hanya memiliki akses personal atas suatu jasa 

untuk jangka waktu yang terbatas (misalnya kamar hotel, bioskop, 

jasa penerbangan, dan pendidikan).
25

 

d. Penjualan Jasa Menurut Ekonomi Islam 

Sebagaimana halnya barang, jasa dapat diperjualbelikan, 

meskipun sebagaimana dijelaskan diatas, barang dan jasa berbeda. 

Dikalangan para ahli ekonomi, secara istilah, penjualan diartikan 

beragam meskipun maksud dan esensinya sama yaitu : 

1). Segala kegiatan yang dibutuhkan untuk menerima, memproses, 

menyampaikan, dan memenuhi pesanan pelanggan dan untuk 

menindaklanjuti setiap kegiatan yang mengandung kekeliruan.  

2). Ketepatan waktu dan reliabitas penyampaian produk atau jasa 

kepada pelanggan sesuai dengan harapan mereka. 

3). Serangkaian kegiatan yang meliputi semua bidang bisnis yang 

terpadu untuk menyampaikan produk-produk dan dipersepsikan 

                                                             
25

 Fandy Tjiptono, Ibid, hal. 18 
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memuaskan oleh pelanggan dan yang merealisasikan pencapaian 

tujuan-tujuan perusahaan. 

4). Total pesanan yang masuk dan seluruh komunikasi dengan 

pelanggan, seluruh penagihan dan pengendalian total terhadap 

kesalahan. 

5). Penyampaian produk dan jasa yang dipesan pelanggan secara tepat 

waktu dan akurat dengan tindak lanjut dan tanggapan keterangan 

yang akurat, termasuk pengiriman tagihan tepat waktu.
26

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa 

penjual jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh 

penjual jasa (perusahaan ataupun individu) dalam rangka 

meningkatkan manfaat suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar 

tercapai kepuasan konsumen (pembeli jasa) serta terciptanya 

hubungan yang harmonis di antara keduanya. 

Penjualan jasa harus dilakukan dengan baik sehingga dapat 

memberikan kepuasan kepada pelanggan. Menurut Rambat Lupiyoadi, 

pelayanan atau penjualan jasa yang baik adalah bagaimana seseorang 

mengerti keinginan konsumen dan senantiasa memberikan nilai 

tambah di mata mereka. Untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam 

pelayanan jasa, manajemen perusahaan jasa harus menyiapkan sumber 

daya manusia melalui training tentang bagaimana menghadapi 

permintaan konsumen, mengadakan komunikasi personal yang 
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memberikan kesempatan bekerja sama dengan kualitas yang lebih 

baik.
27

  

Salah satu sifat dari jasa atau pelayanan adalah produksi dan 

dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak seperti produk manusia 

faktur di mana hasil produksi dapat disimpan, dibeli, dan kemudian 

dikonsumsi. Oleh karena sifat itu, kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan sangatlah bergantung pada proses interaksi atau waktu di 

mana pelanggan dan penyedia jasa bertemu langsung. Karena sifatnya 

yang demikian, maka jasa harus diberikan oleh orang yang memenuhi 

syarat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Salah 

satu syarat itu, menurut hukum ekonomi Islam adalah sudah dewasa 

dn cakap dalam melaksanakan tugasnya.
28

 

Dalam ekonomi Islam baik penjual maupun pembeli jasa 

diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu kecakapan dalam 

melakukan transaksi sewa-menyewa yang ditandai dengan sifat 

berakal dan dapat membedakan yang benar dan yang salah sehingga 

tidak sah jual beli jasa oleh orang gila atau anak kecil yang belum 

mumayyiz. Sementara itu ulama mazhab Syafi’i dan Hambali 

menambahkan syarat lain, yaitu baligh (dewasa) sehingga jual beli 

anak kecil tidaklah sah meskipun sudah mumayyiz. 

Menurut ekonomi konvensional, tercapainya kepuasan 

dikarenakan terdapat kualitas jasa yang berpusat pada upaya 
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pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Ada dua 

faktor utama yang memengaruhi kualitas jasa, yaitu expected service 

dan perceived service. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan 

(perceived service) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika jasa yang diterima 

melampaui harapan pelanggan maka kualitas jasa dipersepsikan 

sebagai kualitas yang ideal. Sebaliknya, jika jasa yang diterima lebih 

rendah dari pada yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan 

buruk. Dengan demikian baik idaknya kualitas jasa tergantung pada 

kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya 

secara konsisten. 

Jika pelayanan jasa dilakukan dengan buruk sehingga dapat 

merugikan pembeli jasa atau pelanggan maka penjual jasa atau 

perusahan dapat memberikan pelatihan untuk memperbaiki 

kinerjanya. Akan tetapi juka tetap buruk kinerjanya dapat dilakukan 

pembatalan akad karena terdapatnya cacat pada tenaga jasa. 

Sebagaimana dalam jual beli pada umumnya jual beli jasa juga 

mensyaratkan objek penjualan yaitu jasa yang baik dan berkualitas 

seperti halnya dalam jual beli secara umum, barang yang dijual harus 

baik dan berkualitas sesuai dengan keinginan pembeli, tidak boleh 

mengandung cacat.
29
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2. Angkutan 

1. Pengertian Angkutan Umum 

Angkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti mengangkut 

atau membawa, memuat dan mengirim. Mengangkut berarti 

membawa, memuat atau mengirim. Pengangkutan berarti 

pengangkatan atau pembawaan orang atau barang, pemuatan barang 

atau orang yang diangkut.
30

 

Apabila dirumuskan kedalam suatu kalimat yang dimaksud 

dengan angkutan yaitu proses kegiatan memuat orang atau barang 

dalam alat atau tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan 

penumpang dan atau barang dari alat angkut ketempat yang telah 

ditetapkan.
31

 

Angkutan menurut Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan yaitu pemindahan barang dan atau orang dari suatu titik tempat 

ke tempat tujuan dengan menggunakan kendaraan.
32

 

Angkutan yaitu kegiatan pemindahan barang dan atau orang dari 

suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan pasti yang menggunakan 

sarana kendaraan.
33

 Yang harus diperhatikan yaitu keseimbangan 

antara kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang ataupun orang 

yang memerlukan angkutan. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa 

angkutan terdapat 5 unsur-unsur pokok dalam angkutan umum yaitu : 

a. Manusia yang membutuhkan pengangkutan, 

b. Barang yang dibutuhkan , 

c. Kendaraan sebagai alat angkut, 

d. Jalan sebagai prasarana angkutan, 

e. Organisasi sebagai pengelola angkutan. 

2. Jenis-jenis angkutan umum 

Umumnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD) Indonesia tidak dijumpai pengangkut kecuali pengangkutan 

laut. Pengangkut yaitu pihak yang mengaitkan diri untuk 

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang.  

Berdasarkan status sebagai badan yang bergerak dibidang jasa 

pengangkutan , pengangkut dapat dikelompokkan kedalam 4 jenis 

yaitu : 

a. Perusahaan pengangkutan kereta api 

Menurut ketentuan Undang-undang No 23 tahun 2007 

tentang perkeretaapian pengangkut adalah badan usaha yang 

menyelenggarakan sarana perkeretaapian umum wajib memiliki 

izin usaha dan izin oprasi dari pemerintah. 

Badan usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang 

sudah ada hingga kini yaitu badan usaha milik negara yaitu PT 

Kereta Api Indonesia Persero.  
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Pengangkutan dengan kereta api yang dilakukan dengan 

kereta. Kereta merupakan gerbong khusus kereta api yang 

digunakan untuk mengangkut penumpang. Pengangkutan kereta 

dengan menggunakan gerbong wajib memperhatikan keselamatan 

dan fasilitas, minimalnya antara lain tempat duduk, penerangan, 

kipas angin, pelayanan penumpang dan toilet darurat (Pasal 130 

Tahun 2003 Undang-undang No 23 Tahun 2007). Contoh Kereta 

Api Listrik (KRL), Kereta Api Diesel (KRD), Kereta Argo 

Bromo, Kereta Api Sriwijaya. 

b. Pengangkut pada pengangkutan jalan 

Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengangkutan adalah 

pemindahan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lain 

dengan menggunakan sebuah kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 

Pengangkutan jalan di selenggarakan oleh perusahaan 

pengangkutan umum yang menyediakan jasa pengangkutan 

penumpang atau barang dengan kendaraan umum. 

Kendaraan umum ialah sarana pengangkutan dijalan yang 

terdiri atas kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan 

bermotor yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan 

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. 

Kendaraan bermotor umum yaitu setiap kendaraan yang 

digunakan untuk pengangkutan orang atau barang dengan 
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dipungut bayaran (Pasal 1 Angka 7,8, dan 9 Undang-undang No. 

2 Tahun 2009). Kendaraan umum seperti bus, angkot, ojek, taksi. 

Menurut Undang-undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan angkutan orang dengan 

kendaraan umum terdiri atas :
34

 

1). Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang dari 

satu kota ke kota lain. 

2). Angkutan antar kota yang merupakan pemindahan orang 

dalam atau antar wilayah pedesaan. 

3). Angkutan yang merupakan pemindahan dari satu kota ke kota 

yang lain. 

4). Angkutan lalu lintas batas negara yang merupakan angkutan 

orang yang melalui lintas batas negara. 

3. Kualitas kerja Angkutan Umum 

Pelaksanaan sistem transportasi masyarakat haruslah 

dijalankan dengan kualitas baik, hal ini karena peranan transportasi 

dalam kehidupan manusia sangat luas dan berfungsi strategis. 

Manfaat dari transportasi yang dirasakan oleh suatu kegiatan 

biasanya tidak bersifat tunggal, tetapi multi manfaat, artinya manfaat 

ekonomi juga manfaat sosial. Agar tercapainya transportasi 

berkualitas, maka jasa pelayanan diusahakan secara cepat, aman, 
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nyaman, frekuensi yang teratur, cukup, bertanggung jawab, dan 

murah.
35

 

a. Cepat  

Cepat dalam transportasi ditinjaun dalam dua cara antara lain : 

1). Waktu yang digunakan oleh kendaraan barang atau 

penumpang selama perjalanan dari satu tempat ketempat 

lain. 

2). Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan barang-

barang atau penumpang yang kemudian dilanjut dengan 

perjalanan berikutnya, termasuk waktu selang untuk 

pemuatan, pembongkaran, pengisian bahan bakar, dan 

perbaikan kendaraan.  

Beberapa aspek yang lebih relevan tentang transportasi 

manusia secara cepat antara lain : 

a). Penumpang merasa kurang nyaman dengan waktu transit 

yang lama. 

b). Dalam perjalanan bisnis penghematan waktu berarti 

penghematan bisnis. Penghematan waktu berarti (time is 

money). 

c). Biaya perjalanan bis diperkecil dengan pemanfaatan 

fasilitas transportasi secara intensif 
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d). Dalam beberapa hal transportasi dengan kecepatan tinggi 

mempunyai pengaruh yang kurang menyenangkan secara 

fisik yakni kemungkinan terjadinya kecelakaan yang 

menimbulkan ketakutan penumpang.  

b. Aman (Safety)  

Penyediaan alat keselamatan lalu litas yang cukup (rambu-

rambu lampu lintas) merupakan usaha untuk mengurangi 

terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan penumpang 

dan barang yang dibawa serta manusia serta yang lainnya. 

Untuk angkutan penumpang perlengkapan dan alat keselamatan 

harus disediakan dan diberikan sanksi tegas terhadap pemilik 

sarana angkutan yang tidak memilikinya. 

c. Cukup atau Kapasitas (Capacity) 

Untuk angkutan penumpang jumlah angkutan harus 

dikaitkan pada permintaan maksimum pada suatu titik waktu. 

Dan jumlah penumpang dalam satu kendaraan yang sesuai tidak 

boleh melebihi batas kapasitas yang diperuntukkan. 

d. Frekuensi 

Jasa transportasi yang dilakukan secara sering berarti 

waktu menunggu adalah kurang dan terdapat kemungkinan 

dilakukan perjalanan yang lebih luas dalam waktu yang terbatas 

 

. 
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e. Bertanggung jawab 

Pemakai jasa transportasi baik pemilik barang ataupun 

penumpang mengharapkan pengangkutan yang amanah atau 

diberikan kompensasi atas kerugian, baik kehilangan ataupun 

kecelakaan yang di akibatkan dari padanya. 

f. Murah 

Kemampuan daya beli masyarakat harus menjadi 

pertimbangan penyedia jasa angkutan umum agar harga yang 

ditetapkan dapat di jangkau semua kalangan dan mencerminkan 

keadilan tentang harga bagi semua pihak. 

g. Nyaman  

Kenyamanan menjadi faktor mutlak yang musti ada dalam 

pelayanan umum agar dapat diminati seperti penumpang tidak 

melebihi batas kapasitas tempat duduk yang ada, kebersihan 

serta pelayanan yang baik saat menaikan dan menurunkan 

penumpang. 

4. Tarif Angkutan Umum 

Dilihat dari kepentingan perusahaan pengangkutan tarif 

angkutan harus ditentukan pada suatu tingkat dimana perusahaan yang 

bersangkutan dapat berusaha dengan menguntungkan. Dipihak lain 

masyarakat dalam hal ini pemakai jasa angkutan tarif angkutan 

haruslah ditawar serendah mungkin agar dapat dijangkau semua 

kalangan. 
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Pentingnya tarif maka peranan pemerintah dalam pengaturan 

tarif biasanya besar pula. Pemerintah tidak memberikan pembentukan 

tarif melalui persaingan antar perusahaan-perusahaan karena adanya 

kekhawatiran timbulnya gejala yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi masyarakat. 

Tarif angkutan umum di tetapkan oleh pemerintah provinsi 

dengan menetapkan peraturan daerah bersama dengan Dinas 

Perhubungan Provinsi Lampung, PT Jasa Raharja, DPD Organda 

Lampung, Kepolisian Daerah Lampung serta perwakilan Yayasan 

Lembaga Konsumen Lampung Indonesia, untuk bersama-sama 

merumuskan kebijakan penetapan tarif angkutan umum. 

Pemerintah menetapkan tarif mengacu pada biaya operasional 

kendaraan yang antara lain 
36

: 

a. Biaya Tetap 

1). Upah mengemudi 

Upah mengemudi yang di dapat dari sisa pendapatan setiap hari 

setelah dikurangi setoran, biaya pemakaian bahan bakar dan 

biaya retribusi. 

2). Biaya Administrasi 

Biaya administrasi terdiri atas biaya PKB, KIR, ijin usaha, ijin 

trayek dan besarnya berbeda-beda untuk kendaraan. 
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3). Biaya PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan 

bermotor. 

4). Biaya KIR 

Biaya yang dikeluarkan untuk memeriksa kendaraan secara 

teknis layak atau tidak beroprasi dijalan raya. 

5). Biaya ijin usaha 

Biaya yang digunakan untuk memperoleh ijin penggunaan 

kendaraan angkatan umum. 

6). Biaya retribusi 

Biaya yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah setiap kali 

angkutan umum memasuki terminal. 

7). Keuntungan 

Biaya ini keuntungan bagi pemilik kendaraan. Biaya ini di 

tetapkan 10% pertahun dari harga kendaraan. 

b. Biaya Variabel 

Biaya bahan bakar seperti biaya minyak pelumas seperti oli 

mesin, oli transmisi, oli gardan, gemuk/vet, minyak rem. Biaya 

pemakaian suku cadang, serta pemeliharaan seperti overhaul dan 

servis. 

c. Biaya Kepemilikan Aset 
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d. Biaya Depresiasi 

Biaya yang dikeluarkan atas penyusutan nilai kendaraan 

karena berkurangnya umur ekonomis kendaraan yang bersamaan 

dengan bertambah waktu. 

Tarif angkutan penumpang lebih sederhana persoalannya 

dibandingkan dengan tarif angkutan barang antara lain 
37

: 

1). Untuk penumpang di sesuaikan kelas yang berbeda-beda seperti 

kelas ekonomi, bisnis, dan ekeskutif. Penumpang yang mampu 

akan memilih kelas 1 yang memberi kualitas jasa transportasi 

yang lebih baik oleh karena itu tarif angkutan lebih tinggi pula. 

2). Pada umumnya tarif angkutan bus ditetpkan semakin tinggi bila 

jarak yang ditempuh smakin jauh juga, namun tingkat 

kenaikannya semakin menurun. Hal ini tarif angkutan 

ditentukan seragam, yaitu sama untuk semua jarak dan trayek. 

untuk jarak jauh maupun jarak pendek, demikian untuk 

angkutan trayek yang berbeda akan dikenakan tarif angkutan 

yang sama. 

3). Dalam usia penduduk umur dewasa biasanya dibebani tarif yang 

lebih mahal dari pada anak-anak yang dianggap masih menjadi 

tanggungan orang tuanya. 

4). Urgensi perjalanan yang sifatnya khusus atau mendadak, 

tarifnya lebih tinggi dibandingkan perjalanan lainnya. Regulasi 
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tentang tarif angkutan umum di tuangkan dalam peraturan 

Gubernur yang ditetapkan dengan pihak-pihak terkait dengan 

mempertimbangkan aspek Biaya Operasional Kendaraan 

(BOK) serta daya beli masyarakat sehingga tercipta 

transportasi yang efektif dan efisien. 

3. Sewa menyewa (Ijarah) dalam Islam 

a. Pengertian Ijarah 

Menurut bahasa (etimologi) sewa-meyewa berarti Al-‘iwadl  yang 

artinya ganti atau upah (imbalan).
38

 Menurut istilah (terminologi) 

sewa-menyewa mengandung beberapa pengertian (pendapat): 

1). Menurut Ulama Hanafiah Sewa-menyewa adalah : 

ءْ جِرَةٍبِعَْ ضٍ تَ مس ْ اْمعَيِْْ اْمُ  عُقْدٌيفُِيْدُتمَْلِيْكَ مَنْفَعَةٍ مَعْلُْ مةٍ مَقْصُْ دَةٍمِنَ    

Artinya : “Akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang 

diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan”.
39

 

2). Menurut Ulama Malikiyah Sewa Menyewa adalah : 

  امنَْقُْ لَانِ  وَبعَْضِ تسَْمِيَةُامتعََ لدَِعلََّ مَنْفَعَةِاْلَادَمِيِّ 

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat 

manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.
40
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3). Menurut Syaikh Syihab Al Din dan Syaikh Umairah Sewa 

Menyewa    adalah : 

ٍَ وَاْلِابََحَةِبِعَْ ضٍ وضْغً عَقْدٌعلََّ مَنْفَغَةٍمَعْلُْ مَةٍمَ  نِلبَْذْ قْصُْ دَةٍلَ بِلٌََ  

Artinya : “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui 

ketika itu”.
41

 

4). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sewa-menyewa adalah : 

يِْْ بِمُدَةٍمُحْدُوْدَةٍايْ تمَْلِيْكُهَ بِعَ ضٍ عَقْدٌمَ ْ  علََّ مَنْفَعَةِامش َ ضُْ عةٌَاْلمبَُ دَلََُ

 فحَِيَ بيَْعُ امنَْ فِعِ 

Artinya : “Akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa 

tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama 

dengan menjual manfaat”.
42

 

5). Menurut Muhammad Ash-Syarbani Al-Khatib sewa-menyewa 

adalah:  

وْطٍ   تمَْلِيْكُ مَنْفَعَةٍبعََْ ضٍ بِشُُُ

                                                                                                                                                                       
40

 Ibid. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid, hal. 178 



34 

 

Artinya : “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-

syarat”.
43

 

6). Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat 

tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-

syarat tertentu.
44

 

7). Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, ijarah adalah 

transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu barang 

tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dengan 

upah yang diketahui pula. 

8). Menurut Muhammad Rawas Qalaji, sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Syafi’i Antonio, ijarah akad pemindahan hak guna 

atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
45

 

9). Menurut Sayyid Sabiq, ijarah merupakan suatu jenis akad untuk 

mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
46

 

10). Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syar’ah, ijarah adalah sewa 

barang dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
47

 

11). Fatwa DSN-MUI, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu 
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melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan barang itu sendiri.
48

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa sewa-menyewa adalah memberikan sesuatu barang atau benda 

kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang 

telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang 

yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran 

atas penggunaan manfaat barang atau benda tersebut dengan rukun 

dan syarat-syarat tertentu.  

Menurut Zainuddin Ali Ijarah adalah suatu transaksi sewa-

menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu 

harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan 

dalam waktu tertentu.
49

 Dasar hukumnya boleh berdasarkan Firman 

Allah dalam Surah Al-Kahfi ayat 77 : 

                             

                         

         (٧٧:  الكهف) 

Artinya : “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai 

kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada 

penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu 

mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding 

rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. 
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Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah 

untuk itu". (QS. Al-Kahfi : 77)
50

 

 

Secara terminologi ada beberapa definisi al-ijarah yang 

dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi’i, ijarah adalah 

akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
51

 Kelompok Hanafi 

mengartikan pula tentang Ijarah yaitu akad yang berisi kepemilikan 

manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran 

dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula 

disebutkan bahwa Ijarah adalah salah satu akad yang berisi 

pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.
52

 Sedangkan 

menurut  Muhammad Syafi’i Antonio, Ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
53

 

Menurut Gufron A. Mas’adi dalam bukunya Fiqh muamalah 

kontekstual mengemukakan, ijarah secara bahasa berarti upah dan 

sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang 

memperjualbelikan suatu harta benda.
54

 

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan ijarah (sewa-

menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan ijarah atau 

sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek 
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dari kegiatan ijarah adalah jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga 

manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang. 

Sebenarnya konsep ijarah sama dengan konsep jual beli. Hanya saja 

objek yang diperjualbelikan dalam ijarah adalah jasa, sedangkan 

dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda. Lafal 

ijarah berasal dari kata Arab al-ajr yang berarti al-‘iwadh (ganti) yang 

berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Kata ijarah berarti upah, sewa, 

jasa atau imbalan yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak, 

atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
55

 

Menurut hukum perdata (BW) pada Pasal 1548, sewa-menyewa 

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan 

dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari 

suatu barang, selama dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran 

sesuai dengan harga yang oleh pihak tersebut belakang itu disanggupi 

pembayarannya.
56

 

b. Dasar Hukum Ijarah 

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk 

melakukan sewa-menyewa. Pedoman atau dasar hukum tersebut 

dijelaskan dalam al-Qur’an Sunnah dan Ijma’. 
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1). al-Qur’an 

Landasan syar’i sebagaimana disebutkan dalam firman Allah 

SWT dijelaskan Q.S Al-Qashash [28] : 26 

                        

    ( : ٦٦القصص)   

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 

bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

(QS. Al-Qashash : 26)
57

 

 

Al-Baghawi menafsirkan, maksudnya jadikanlah dia sebagai 

pekerja untuk mengembala kambing-kambing kita. Yang dimaksud 

adalah sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang 

yang kuat dalam bekerja dan menunaikan amanatnya dengan baik. 

Q.S At-Thalaq (65) : 6 

                 

                       

                     

                 : ِلآ ق  (٦)ا لطَّ

Artinya : “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka 

berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 
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antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui 

kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) 

untuknya”. 

 

Dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan 

pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang 

diberikan berkat kewajiban membayarkan upah secara patut. 

Q.S Al-Baqarah (2) : 233 

                     

                         

                     

                      

                     

                         

        ( ٦٢٢لبقرة : ) ا 

 

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 

dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian 

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu 

menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena 

anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya 

ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya 

dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika 

kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada 

dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang 

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”
58
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Ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi 

halangan sama sekali jika memberikan upah kepada perempuan 

lain yang telah menyusukan anak yang bukan dari ibunya. Dalam 

hal ini menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang lain. Jadi, 

yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang 

dipekerjakannya. Menurut Qatadah dan Zuhry, boleh menyerahkan 

penyusuan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau 

ayahnya atau dengan jalan melalui musyawarah. Jika telah 

diserahkan kepada perempuan lain maka biaya yang pantas 

menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan. 

Q.S An-Nahl (16) : 97 

                        

                    ( انّحل

 :٧٧) 
Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya 

akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan 

Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” 
59

 

 

Dalam ayat ini mengatakan bahwa tidak ada diskriminasi 

upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, 

dan Allah swt akan memberikan imbalan yang etimpal dan lebih 

dari apa yang mereka kerjakan. 
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Q.S Az-Zukhruf (43) : 32 

                       

                                

               ( : ٢٦الزّ خرف)   

 

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam 

kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka 

atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka 

dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu 

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf : 

32) 
60

 

 

Lafadz “sukhriyyan” yang tepat dalam ayat diatas bermakna 

saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku 

Pengantar Fiqh Muamalah karangan Diyamuddin Djuwani, lafadz 

ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu 

sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia 

membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain. 

Dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu 

dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan 

ijarah. 

2). Hadist  

Dasar hukum Ijarah dari Hadist adalah : 

Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw 

bersabda:  
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فَ عَرَلُوُ  أ عْطُ ا اْلأ جِيْرَ أَجْرَهُ لبَْلِ أَنْ يََِ
61

 
Artinya : “Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering 

keringatnya”.
62

 

3).  Ijma’ 

Landasan Ijma’ nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada 

seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada 

beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal 

itu tidak di anggap.
63

 

Berdasarkan beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami 

bahwa ijarah itu disyari’atkan dalam Islam, karena pada dasarnya 

manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. 

Oleh karena itu, manusia antara satu dengan yang lain selalu terikat 

dan saling membutuhkan. Ijarah merupakan salah satu aplikasi 

keterbatasan yang dibutuhkan manusia. 

Kehidupan bermasyarakat bila dilihat uraian diatas rasanya 

mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan 

orang lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah 

itu adalah salah satu aktivitas antara dua pihak, serta termasuk 

salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. Ijarah 

merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh 
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sebab itu, para ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan suatu hal 

yang diperbolehkan. 

4). Fatwa Dewan Nasional 

Fatwa Dewan Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 

13 April 2000 yang menetapkan bahwa : 

a). Rukun dan Syarat Ijarah 

(1). Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakad. 

(2). Pihak-pihak yang berakad 

(3). Obyek akad Ijarah : 

(a). Manfaat barang yang disewa 

(b). Manfaat jasa dan upah. 

b). Ketentuan Obyek Ijarah 

(1). Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa. 

(2). Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat 

dilaksanakan dalam kontrak. 

(3). Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan. 

(4). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 

dengan syari’ah. 

(5). Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa 

untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan 

mengakibatkan sengketa. 



44 

 

(6). Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya. 

(7). Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar 

nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu 

yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula 

dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah. 

(8). Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat 

lain) dari jenis yang sama dengan obyek. 

(9). Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
64

 

c. Rukun dan Syarat Ijarah 

Semua akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya, rukun 

akad yang dimaksud yaitu unsur yang harus ada dan merupakan esensi 

dalam setiap kontrak. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, 

menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. 

Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, 

namun bukan akad. Salah satu contohnya dalam kontrak sewa-

menyewa yaitu dapat diambil manfaatnya.
65

 

Secara umum dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun ijarah 

adalah pihak yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan 

(mu’jir), Ijab dan Kabul (shighat), manfaat barang yang disewakan 
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dan berupa upah. KHES menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun 

ijarah yaitu :  

1). Pihak yang menyewa, 

2). Pihak yang menyewakan, 

3). Benda yang disewakan, 

4). Akad.
66

 

Masing-masing dalam rukun ini mempunyai syarat tertentu yang 

akan dijelaskan dalam masalah syarat ijarah. Fatwa DSN MUI No: 

09/DSN-MUI-IV/2000 menetapkan tentang rukun ijarah yang terdiri 

atas : 

1). Shighat Ijarah adalah ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua 

belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara variabel atau 

bentuk lain. 

2). Pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. 

3). Objek akad Ijarah yaitu : 

a). Manfaat barang dan sewa, 

b). Manfaat jasa dan upah.
67

 

Secara garis besar syarat Ijarah ada empat macam, yaitu syarat 

terjadinya akad (Syurut al iqad), syarat pelaksanaan Ijarah (syurut al 

nafidz), syarat sah (syurut al-shihah), dan syarat mengikat (syurut al-

luzum). Dengan adanya syarat-syarat ini maksudnya untuk menjamin 
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bahwa Ijarah yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi para 

pihak yang berkontrak.
68

 

Syarat terjadinya akad yang pertama adalah (syurut al-iqad), 

syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat 

yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan akad adalah 

berakal. Dalam akad Ijarah tidak dipersyaratkan mumayyiz dengan 

adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan tidak sah bagi orang 

gila. Menurut Hanafiyah, dalam hal ini tidak diisyaratkan baligh, 

transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya 

sah. Menurut Malikiyah, mumayyiz adalah syarat bagi pihak yang 

melakukan akad Ijarah sementara baligh yaitu syarat bagi berlakunya 

akibat hukum Ijarah. Sementara kalangan Hanafiyah dan Hambali, 

menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad 

adalah baligh dan berakal.
69

 

Kedua yaitu syarat pelaksanaan Ijarah (syurut al-nafidz), akad 

Ijarah dapat terlaksana apabila ada kepemilikan dan penguasaan, 

karena tidak sah akad Ijarah apabila barang milik atau sedang dalam 

penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan barang maka Ijarah 

tidak sah.
70
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Ketiga yaitu syarat sah (syurut al-shihah), syarat ini ada terkait 

dengan para pihak yang berakad, objeknya akad dan upah. Syarat sah 

Ijarah yaitu adanya unsur rela dari pihak yang melakukan akad.
71

 

Dalam sewa-menyewa ada barang atau objek yang jelas 

keterangan dari manfaatnya. Berikut penjelasan dari barang yang 

bermanfaat yaitu :  

1). Manfaat dari barang atau jasa harus ada kejelasannya. Syarat ini 

ada guna untuk menghindari perselisihan antara pihak yang 

berakad. Kejelasan manfaat barang dengan menjelaskan aspek 

manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan apabila sewa tenaga 

orang. Adapun terkait dengan masa kerja atau masa sewa 

diserahkan kepada masing-masing pihak yang melaksanakan akad 

sewa. Menurut kalangan Syafi’iyah disyaratkan menentukan 

waktu mulainya sewa karena akan memperjelas masa sewa, 

sedangkan menurut kalangan Hanafiyah tidak dipersyaratkan 

menentukan mulainya sewa, bila akad bersifat mutlak. 

2). Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan pula. 

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk 

menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang 

yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara 

syar’i karena tidak sah sewa menyewa jasa sapu masjid dari orang 

yang sedang haid atau menyewa orang lain untuk mnehajari ilmu 
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sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan diantara kalangan 

ulama ahli fiqh.
72

 

3). Manfaat jasa atau barang yang disewakan hukumnya mubah syarat 

syara’, contohnya sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk 

ditinggali dan tidak diperbolehkan sewa orang untuk berbuat 

maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh syara’. 

4). Apabila Ijarah berupa sewa jasa atau tenaga, maka pekerjaan yang 

dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut 

bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat 

ini, maka tidak sah jika menyewa jasa seseorang untuk melakukan 

shalat, karena shalat merupakan kewajiban setiap mislim.
73

 

5). Orang yang menyewakan jasa tidak boleh mengambil manfaat atas 

jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi 

orang yang menyewa. 

6). Manfaat barang jasa yang digunakan sebagaimana mestinya atau 

yang berlaku dimasyarakat, oleh karena hal ini tidak 

diperbolehkan menyewa barang digunakan untuk yang tidak 

sesuai dengan fungsinya. 

7). Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan yaitu barang 

yang harus dapat di serahterimakan saat akad apabila barang 

tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung 
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atau simbol seperti sewa menyewa rumah dengan menyerahkan 

kuncinya. 

8). Syarat yang terikat dengan upah atau bayaran sewa menyewa 

adalah upah yang harus berharga dan jelas bilangan atau 

jumlahnya. 

9). Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada tujuh 

yaitu :  

a). Manfaat barang harus mubah atau tidak ada larangan. Syarat 

ini untuk menghindari penyewaan barang atau jasa yang 

terlarang. 

b). Manfaat atas barang atau jasa bisa diganti dengan materi. 

c). Manfaat atas barang atau jasa merupakan suatu yang berharga 

dan ternilai. 

d). Manfaat merupakan suatu yang ada pada barang yang sah 

kepemilikannya. 

e). Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang. 

f). Manfaatnya dapat diserahterima. 

Keempat syarat yang mengikat dalam Ijarah (syurut al-luzum), 

syarat yang mengikat ini ada 2 syarat antara lain : 

1). Orang atau barang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang 

dapat mengurangi fungsinya. Apabila sudah transaksi terjadi cacat 

pada barang sehingga fungsinya berkurang, atau bahkan tidak 

berfungsi maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau 
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mengehentikan akad sewa tersebut. Apabila suatu barang yang 

disewakan mengalami kerusakan maka akad Ijarah fasakh atau 

rusak dan tidak mengikat kedua pihak. 

2). Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad Ijarah. 

Udzur ini bisa terjadi pada seseorang atau pihak yang berakad 

ataupun pada objek akad sewa menyewa. Hak fasakh diberikan 

kepada penyewa jika cacatnya termasuk cacat yang merusak 

pemanfaatan barang karena kekurangannya itu kembali pada 

objek akad. Jika cacatnya tidak termasuk cacat yang merusak 

pemanfaatannya maka itu tidak dapat memiliki hak fasakh.
74

 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 

tentang ketentuan Ijarah antara lain : 

1). Objek Ijarah merupakan manfaat dari penggunaan jasa atau barang 

2). Manfaat jasa atau barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan 

di dalam kontrak. 

3). Manfaat jasa atau barang harus bersifat dibolehkan. 

4). Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan 

syara’. 

5). Manfaat jasa atau barang harus dikenali secara jelas sedemikian 

rupa untuk menghilangkan ketidakjelasan yang akan 

mengakibatkan konflik. 
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6). Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk juga 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

7). Sewa atau upah haruslah disepakati dalam akad dan wajib dibayar 

oleh pengguna jasa/penyewa kepada pemberi sewa sebagai 

bayaran manfaat atau jasa. 

8). Pembayaran sewa atau upah dapat berbentuk jasa (manfaat lain) 

dari jenis yang sama dengan objek kontrak. 

9). Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat juga 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
75

 

d. Macam-macam Ijarah 

Dilihat dari segi objeknya, akad Ijarah dibagi para ulama fiqh 

menjadi dua macam antara lain : 

1). Sewa menyewa yang bersifat jasa (pekerjaan). 

2). Sewa menyewa yang bersifat manfaat (benda).
76

 

Ijarah yang bersifat jasa adalah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut 

para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, 

contohnya buruh bangunan, sopir, tukang jahit, dan lain sebagainya. 

Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi seperti guru privat, dan 

adapula yang bersifat berserikat seperti buruh pabrik dan lainnya. 

Kedua bentuk Ijarah ini menurut ulama hukumnya boleh. 
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Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah. 

Apabila manfaat ini merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh 

syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama sepakat menyatakan 

boleh dijadikan objek sewa menyewa.
77

 

e. Upah dalam Pekerjaan Ibadah 

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, 

haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para 

ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan 

ini.
78

  

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa Ijarah dalam perbuatan 

taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau 

membaca al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang 

tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, adzan, 

qomat, dan menjadi imam haram hukumnya mengambil upah dari 

pekerjaan tersebut. Perbuatan seperti adzan, qomat, shalat, haji, puasa, 

membaca al-Qur’an, dan dzikir tergolong perbuatan untuk taqarrub 

kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan 

itu selain dari Allah. 

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah Indonesia apabila 

salah satu seorang muslim menginggal dunia, maka orang-orang yang 

di tinggal mati memerintah kepada para santri atau yang lainnya untuk 

                                                             
77

 Rachmat Syafe’i, fiqh Muamalah, hal. 154 
78

 Ibid, hal. 155 



53 

 

membaca al-Qur’an di rumah atau di kuburan selama tiga hari secara 

bergantian.
79

 

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang 

membaca al-Qur’an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak 

ada pahalanya. Lantas apa yang diberikan kepada mayit, sekalipun 

membaca niat karena Allah, maka pahala pembaca ayat al-Qur’an 

untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. 

f. Pembayaran Upah dan Sewa 

Pembayaran atas barang sewa wajib dibayarkan setelah 

berakhirnya penyewaan barang atau jasa tersebut. Menurut Imam 

Syafi’i dan Ahmad, sesuangguhnya ia nerhak dengan akad itu sendiri. 

Jika mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, 

maka ia berhak menerima bayaran atas sewa menyewa karena 

penyewa sudah menerima kegunaan dari barang atau jasa yang 

disewakan tersebut. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar 

ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 

barang yang disewakan mengalir selama penyewaan barang 

berlangsung.
80

 

g. Menyewakan Barang Sewaan  

Musta’jir dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada 

orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan 

penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Apabila ada kerusakan pada 
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benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik 

barang, dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian 

penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewa akibat 

kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab adalah penyewa itu 

sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang dicuri 

karena disimpan bukan pada tempat yang layak.
81

 

h. Batal atau Berakhirnya Ijarah 

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim dimana kedua 

pihak yang berakad dalam perjanjian itu tidak boleh saling merusak. 

Karena jenis perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian timbal 

balik. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian itu 

tidak akan batal selama yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 

masih ada. Sebab apabila salah satu meninggal dunia maka 

kedudukannya dapat digantikan dengan ahli warisnya. 

Begitu juga dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa 

oleh pihak yang menyewakan tidak menyebabkan putusnya perjanjian 

sewa yang telah di adakan sebelumnya. Namun tidak menutup 

kemungkinan pembatalan perjanjian dapat terjadi apabila terdapat 

unsur atau alasan yang kuat untuk itu. Berikut hal-hal yang dapat 

menyebabkan batal atau berakhirnya sewa menyewa : 

1). Terjadinya aib (cacat) pada barang sewaan 
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Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 

terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa. 

Dalam hal ini kerusakan diakibatkan kelalaian pada pihak penyewa 

sendiri, misalnya barang yang digunakan dengan tidak semestinya, 

disalah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keaddan ini pihak 

yang menyewakan dapat membatalkan akad kepada pihak yang 

menyewa. 

2). Rusaknya barang yang disewa 

Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa 

mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai 

dengan yang diperjanjikan. Contohnya yang menjadi objek 

perjanjian sewa menyewa ialah rumah dan ternyata rumah itu 

terbakar habis, maka hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat 

melakukan pembatalan akad.
82

  

3). Masa sewa menyewa telah habis 

Bahwa masa sewa menyewa yang telah diperjanjikan dan 

disepakati bersama telah habis maka dengan sendirinya perjanjian 

sewa menyewa telah berakhir (batal). 

4). Adanya udzur 

Maksud dari udzur ialah suatu halangan sehingga perjanjian 

tidak mungkin terlaksana dengan semestinya. Misalnya ada 

seseorang menyewa toko untuk berdagang namun ternyata barang 
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dagangannya habis terbakar sebelum toko itu digunakan, maka dal 

hal ini pihak penyewa dapat memintakan pembatalan perjanjian 

sewa menyewa toko yang telah disepakati sebelumnya kepada 

pihak yang menyewakan. 

5). Rusaknya barang yang diupahkan (Ma’jur ‘alaih), seperti baju 

yang diupahkan untuk dijahitkan.
83

 

6). Akad ijarah berakhir dengan iqalah (menarik kembali). Ijarah 

adalah akad mu’awadhah. Disini terjadi proses pemindahan benda 

dengan benda sehingga memungkinkan untuk iqalah. 

i. Manfaat Ijarah 

Manfaat Ijarah itu adalah : 

1).  Dapat ikut memenuhi hajat orang banyak 

2). Menumbuhkan sikap saling tolong menolong dan kepedulian 

terhadap sesama 

3). Dapat menciptakan hubungan baik antara penyewa dan yang 

menyewakan.
84

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Skripsi yang ditulis oleh Eka Nur Arifin Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Surakarta dengan judul Sistem Penetapan Tarif Penumpang Pada 

Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi Ditinjau Dari Fiqih 

Muamalah Dan Perlindungan Konsumen dengan kesimpulan  
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a. penetapan tarif pada sistem PO Efisiensi berdasarkan biaya 

operasional kendaraan sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal 

Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 Tentang 

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah 

Perkotaan yang kemudian di ajukan kepada Bupati untuk dimintakan 

persetujuan. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRDJ/2002 Tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan Angkutan Umum di Wilayah Perkotaan Dalam 

Trayek Tetap dan Teratur, penentuan tarif angkutan umum ditentukan 

berdasarkan tingkat faktor muatan sebesar 70%.   

b. secara akad dalam Fiqh Muamalah pemberlakuan sistem satu tarif 

pada akad Ijarah diperbolehkan, karena ketika penumpang menaiki 

bus PO Efisiensi di anggap telah menyetujui ketentuan yang ada 

termasuk penetapan tarif. Pemberlakuan sistem satu tarif menurut 

UUPK No. 08 Tahun 1999 dalam transaksi ini kedua belah pihak 

memiliki hak dan kewajiban masing-masing diantaranya. Hak 

konsumen hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kewajiban dalam 

melakukan usahanya selalu memberikan informasi yang benar, jelas 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharan. 

Menurut tiga kesimpulan diatas sistem dari pembayaran satu tarif atau 

yang disebut tarif jauh dekat sama yang ditetapkan pada PO Efisiensi 



58 

 

telah sesuai berdasarkan akad Ijarah dalam Fiqh Muamalah dan 

Perlindungan Konsumen.
85

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Silvia Istiana Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah 

Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri dengan kesimpulan 

a. Tuslah tiket yang terjadi pada H-7 sampai H+7 pada perum Damri 

diperbolehkan. Dalam ekonomi Islam, cara pengendalian harga 

ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan 

pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian 

melalui interfensi pasar, sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi 

terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian 

dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentu harga 

untuk mengendalikan harga sebelum keadaan distorsi. Pada dasarnya 

hukum Islam tidak mematok berapa besar keuntungan yang didapat 

oleh penjual dan pembeli. 

b. Menurut kesimpulan yang didapat dari Perum Damri Tuslah tiket 

yang pada H-7 sampai H+7 hari Raya Idul Fitri sudah sesuai dengan 

hukum Islam, dimana harga didasarkan pada permintaan dan 

penawaran. Pengambilan keuntungan Tuslah tiket pada H-7 sampai 

H+7 Hari Raya Idul Fitri diperbolehkan. Seyogyanya dalam hukum 

Islam tidak diatur seberapa besar keuntungan yang boleh diambil. Jika 

dilihat dari PM. No. 36 Tahun 2016, dimana pemerintah daerah 
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Provinsi Lampung tidak mengeluarkan penetapan Tuslah tiket pada 

hari raya, maka Perum Damri melakukan Tuslah tiket sesuai dengan 

batas atas yang terdapat pada Pasal 2 PM No. 36 Tahun 2016.
86

 

3. Skripsi yang ditulis oleh Aliyudin Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi dengan kesimpulan 

a. Pelaksanaan penetapan harga yang sesuai dengan Peraturan Gubernur 

No. 06 Tahun 2016 Tentang Tarif Batas Atas dan Batas Bawah 

Angkutan Antar Kota Dalam dan Luar Provinsi dengan Bus Ekonmi 

yaitu tarif bawah Rp. 7000, dan tarif atas Rp. 14000. Tetapi realita 

yang terjadi di lapangan pelaksanaan Peraturan Gubernur Lampung 

No. 06 Tahun 2016 tidak dilaksanakan dengan demikian tarif 

ditetapkan dengan mekanisme yang berbeda tidak sesuai dengan 

ketetapan pemerintah. Penetapan yang dilakukan oleh pemerintah 

telah sesuai dengan ketentuan syarat yang membolehkan al tas’irul al 

jabari oleh ulama. 

b. Pandangan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur 

Lampung No. 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Bus Kelas 

Ekonomi trayek Bandar Lampung-Pringsewu yang dilakukan oleh 

penyedia jasa bus tidak sesuai dengan Hukum Islam karena belum 

mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang bermuamalat, 
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analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan Al Maqasid Al-

Syari’ah diperoleh kesimpulan yaitu : 

1). Adanya ketidak jujuran dari pihak penyedia jasa angkutan umum 

terhadap penumpang dalam menetapkan tarif, sebagaimana harga 

yang telah ditetapkan oleh pemerintah/peraturan perundang-

undangan. 

2). Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa yaitu 

memberikan harga yang terlampau tinggi sehingga masyarakat 

merasa terbebani. 

3). Adanya ketidak relan antara penjual dan pembeli jasa dalam hal ini 

penumpang dikarenakan untuk pemaksaan, sehingga 

menyebabkan pembeli tidak rela dengan jasa yang ia bayarkan. 

4). Pada proses jual beli jasa yang sudah peneliti ungkapkan dalam 

bab II yaitu sewa menyewa jasa, rukun dan syaratnya harus 

terpenuhi yaitu meliputi orang yang berakad, sighat, ujrah/ 

manfaat serta adanya kerelaan dari semua pihak, dan tidak 

mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syari’at.
87

 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang saya buat 

adalah yang pertama membahas tentang Sistem Penetapan Tarif 

Penumpang Pada Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi 

Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan Perlindungan Konsumen, yang 

kedua membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuslah 
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Tiket Pada H-7 Sampai H+7 Hari Raya Idul Fitri, yang ketiga 

membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan 

Peraturan Gubernur Lampung No. 06 Tahun 2016 Tentang Penetapan 

Tarif Angkutan Umum Bus Kelas Ekonomi, sedangkan saya 

membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kenaikan 

Ongkos Travel Pada Masa Pandemi Covid 19. 
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